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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pada pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat 

ditarik kesimpulan mengenai cracking sebagai berikut: 

1. Cracking adalah kejahatan yang dilakukan dengan memasuki atau 

menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, 

tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik resmi sistem 

jaringan komputer yang dimasukinya. Ketentuan hukum  yang 

mengatur tentang kejahatan cracking, yaitu Undang – Undang Nomor 

19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) 

telah diatur secara implisit pada pasal 30 ayat (3) jo pasal 46 ayat (3) 

karena telah memenuhi unsur-unsurnya yaitu mengakses komputer 

dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dan secara sengaja 

dan tanpa hak dengan mem-bypassword, menerobos serta mencuri 

data-data dalam situs web sehingga menyebabkan kerusakan terhadap 

situs web tersebut. Dan dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 

(delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000 

(delapan ratus juta rupiah). 

2. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap kejahatan cracking atau 

dalam fiqh jinayah disebut jari>mah. Dalam jari>mah dijelaskan bahwa 

segala perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman h}ad maupun 
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qis}a>s} dikenakan hukuman ta’zi>r. Adapun dalam kasus cracking tidak 

ada n}as baik dalam Al-Qur’an dan hadis yang menjelaskan perbuatan 

tersebut, bukan berarti cracking lepas dari hukuman, karena cracking 

adalah perbuatan maksiat yang menipu dan merugikan korbannya, 

sehingga dapat dikenakan hukuman ta’zi>r  dan dalam hukum pidana 

Islam pihak yang berwenang melaksanakan hukuman ta’zi>r 

diserahkan sepenuhnya kepada ulil amri (pemerintah). 

B. Saran 

Dengan semakin meningkatnya kejahatan cracking yang telah terjadi 

di Indonesia, maka diharapkan kepada aparat penegak hukum menerapkan 

hukuman yang berat terhadap kejahatan duniamaya dengan 

mempertimbangkan aspek kerugian, mudahnya mendapat akses teknologi 

informasi pada zaman teknologi saat ini, juga sulitnya melacak pelaku 

kejahatan serta semakin beragamnya modus berbagai kejahatan dunia 

maya. 

Sebagai warga negara Indonesia yang baik hendaknya berpartisipasi, 

ikut serta dalam melakukan pencegahan dan juga meminimalisir kejahatan 

jenis ini. Serta menggunkan Teknologi Informasi secara baik dan benar 

sehingga memberikan dampak yang sesuai dengan penggunaannya, 

sehingga tidak ada pihak lain yang akan dirugikan akibat perlakuan yang 

tidak seharusnya. 


